BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG

IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH

Menimbang :

Mengingat

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGANJUK,

bahwa dalam rangka percepatan dan perluasan Elektronifikasi
Transaksi Pemerintah Daerah melalui transaksi nontunai pada
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta
masyarakat;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 195 Peraturan Daerah
Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah menerapkan sistem
pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan
keuangan daerah secara terintegrasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah
Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5952);
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11.
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13.

14.

15,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6868);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang
Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi
Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 1283);



Menetapkan :
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Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Ngaqiuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);

Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI
TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN NGANJUK.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2

Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Nganjuk.

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang selanjtunya
disingkat ETPD adalah suatu upaya untuk mengubah transaksi
pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah dari cara tunai
menjadi nontunai berbasis digital.

Transaksi Nontunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang
dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen
berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet
giro, uang elektronik atau sejenisnya.

Instrumen Pembayaran Nontunai adalah media yang digunakan
dalam transaksi keuangan secara nontunai, baik berbasis kartu
maupun server.

Kanal Pembayaran Nontunai adalah media yang digunakan
untuk memproses Instrumen Pembayaran Nontunai dalam
transaksi pembayaran.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah
dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang
dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan
kewajiban Daerah.



9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

10. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan wuang untuk keperluan Belanja
Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

12. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

13. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

14. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran berkenaan.

15. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran berkenaan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi implementasi
elektronifikasi transaksi Penerimaan Daerah dan Pengeluaran
Daerah dari cara tunai menjadi nontunai berbasis digital.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk
mewujudkan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah yang tepat
jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta
mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB II
TRANSAKSI NONTUNAI

Pasal 4

Transaksi Nontunai meliputi seluruh transaksi:

a. Penerimaan Daerah yang dilakukan oleh Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu; dan

b. Pengeluaran Daerah yang dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pasal 5

(1) Transaksi Penerimaan Daerah yang dilakukan secara nontunai
adalah Penerimaan Daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD),
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Penerimaan Daerah dari PAD yang berasal dari Pajak Daerah
dilaksanakan transaksi nontunai seluruhnya; dan

b. Penerimaan Daerah dari PAD yang berasal dari selain Pajak
Daerah dilaksanakan transaksi nontunai secara bertahap.
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(2) Setiap Penerimaan Daerah harus didukung dengan bukti yang
lengkap dan sah.

(3) Bukti Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat berupa dokumen eletronik.

Pasal 6

(1) Transaksi Pengeluaran Daerah dari Belanja Daerah dilakukan
secara nontunai.

(2) Transaksi Nontunai Pengeluaran Daerah dari Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

(3) Setiap Pengeluaran Daerah harus didukung dengan dokumen
dan/atau bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu,
atau Pembantu Bendahara Pengeluaran membuat dan
menyimpan bukti Pengeluaran Daerah.

Pasal 7

(1) Transformasi pengelolaan transaksi Pemerintah Daerah dari
tunai menjadi nontunai berbasis digital dilaksanakan secara
bertahap.

(2) Transaksi nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui Instrumen Pembayaran Nontunai dan Kanal
Pembayaran Nontunai.

(3) Instrumen Pembayaran Nontunai sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) meliputi:

a. cek/bilyet giro;

b. kartu Automated Teller Machine (ATM)/kartu debit;
c. kartu kredit;

d. uang elektronik berbasis chip atau server; dan/atau
e. Instrumen Pembayaran Nontunai lainnya.

(4) Kanal Pembayaran Nontunai sebagaimana dimaksud ayat (2)
meliputi:

teller;

mobile dan internet banking;

Automated Teller Machine (ATM);

Short Message Service Banking (SMS-Banking);

Electronic Data Captured (EDC);

Mobile Point Of Sale (M-POS);

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS); dan/atau

Kanal Pembayaran Nontunai lainnya.

TRMe a0 op

Pasal 8

(1) Pembinaan dalam rangka implementasi transaksi nontunai di
Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator
Pengelola Keuangan Daerah.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung
implementasi transaksi nontunai.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 15 Juni 2023

BUPATI NGANJUK,
ttd.
MARHAEN DJUMADI
Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 15 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.
Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023 NOMOR 18

inanMgesuai dengan aslinya
EPALANBAGIAN HUKUM,

SUTRISNO. %' M.Si.
Pembina

NIP. 19680601 199202 1 001




